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WALIKOTA PRABUMULIH 

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH 

NOMOR J TAHUN 2024 

TENTANG 

PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLMN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PRABUMULIH, 

Menimbang a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan; 

b. bahwa masyarakat penghuni perumahan di Kata 

Prabumulih membutuhkan lingkungan perumahan layak 

huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung 

dengan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 

23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
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Permukiman, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penyerahan Prasarana, Sarana clan Utilitas Umum 

Perumahan dan Permukiman di Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, clan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, 

Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum Perumahan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kata Prabumulih (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4113); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 5188); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
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Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801) 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 108, Tambaha n Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indoneisa Nomor 6856) ; 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indoneisa Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaan Perumahan clan Kawasan 

Permukiman (Lemburan Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5883) 

sebagaimana telah diubah denga n Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6624); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di 

Daerah. 

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4); 

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Prabumulih 

Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kata 

Prabumulih Tahun 2014 Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kata Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susun.an Perangkat Daerah Kata 
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Prabumulih (Lembaran Daerah Kola Prabumulih 

Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhlr dengan Peraturan Daerah 

Nomor 6 1'ahun 2021 lcntang Pembcntukan dan 

Susunun Perangkal Doerah Kota Prabumulih 

(Letnbaran Daeroh Kota Prubumulih Tahun 2021 

Nomor 6). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAl(lLAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH 

dan 

WALIKOTA PRABUMULIH 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIMN, 

PENYERAHAN DAN PENGELOLMN PRASARANA, SARANA 

DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Prabumulih. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih 

3. Walikota adalah Walikota Prabumulih. 

4 . Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

Prabumulih. 

5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota 

Prabumulih. 

6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang 

berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi 

pengelolaan barang milik Daerah. 

7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 

hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 
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kebutuhan bertemput tinggal yang Jayak, sehat, aman, 

dan nyamnn. 

8. Sarana adalnh fasilitns dnlam lingkungan hunian yang 

berfungsi untuk mendukung pcnyclenggaraan dan 

pengembangan kehidupan sosial, budayu, dan ckonomi. 

9. Sarnna komersial adalah fasilltus per1Unjang yang 

berfungsi untuk penyelenggaraan kehidupan ekonomi, 

sosial dan budaya yang menghasilkan finansial. 

10. Sarana non komersial adalah fasilitas penunjang yang 

berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan 

kehidupan bermasyarakat yang bersifat sosial. 

11. Sektor informal adalah lingkungan usaha tidak resmi 

yang merupakan lapangan pekerjaan yang diciptakan dan 

diusahakan sendiri oleh pencari kerja. 

12. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk 

pelayanan lingkungan hunian. 

13. Brandgang adalah saluran pembuangan air hujan yang 

berfungsi juga sebagai jalur evakuasi kebakaran. 

14. Septic tank adalah suatu bangunan bawah tanah yang 

digunakan untuk pengendapan limbah domestik/ rumah 

tangga. 

15. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah 

cara Pemerintah Kota untuk menyediakan prasarana, 

sarana dan utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri 

ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana dan 

utilitas dari para pengembang perumahan/permukiman 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­

undangan. 

16. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau 

tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan 

tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada 

Pemerintah Kata. 

17. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk 

mengoperasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang 

telah berfungsi agar berkelanjutan dengan 
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memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

18. Rencana Tapak (site plan) adalah gambaran/ peta 

rencana perletalmn bangunan/ kavling clengan segala 

unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan 

tertentu. 

19. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 

dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, clan Utilitas Umum 

sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

20. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar 

kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

21. Perumahan Cluster adalah unit hunian yang 

dikelompokan secara bersama-sama dalam lingkungan 

perumahan yang tertutup karena memiliki akses masuk 

dan keluar dari satu gerbang, menutup area terbuka 

untukumum. 

22. Pengembang adalah 

usaha/badan hukum 

perseorangan 

penyelenggara 

atau badan 

pembangunan 

perumahan dan permukiman. 

23. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah 

yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan 

hunian, baik berlantai satu atau dua. 

24. Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun, adalah 

bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal 

maupun vertikal dan merupakan satuan satuan yang 

masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan 

secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang 

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan 

tanah bersama. 

25. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang 
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batas don sistcmnya ditentukan bcrdasarkan aspek 

fungsional scrta mcmiliki dri tcrtcntu/ spesifik/ khusus. 

26. I<awasan Perumahan adalah kawasan yang 

pemanfaatnnnyu untuk Penlmahan dun bcrfungsi sebagai 

tempat tinggal atau lingkungun hunian yang <lilengkapi 

dengan Prasarana dun Saranu lit1gkungan . 

27. l(awasan Pcnnukitnan adalah bagfan <lari lingkungan 

hidup di luar kawasan lincltmg, baik berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 

kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola 

oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki 

Izin Usaha Kawasan Industri. 

29. Kawasan Pergudangan adalah kawasan tern pat 

penyimpanan barang hasil kegiatan industri yang dapat 

diperdagangkan secara umum. 

30. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, yang 

mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan 

memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. 

31. Kawasan Mixed Use adalah kawasan yang 

mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui 

pengembangan lebih dari satu fungsi bangunan dalam 

satu lahan/ hamparan, seperti fungsi tempat tinggal, 

perkantoran, hotel, dan komersial. 

32, Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba 

adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, 

sarana, dan utilitas umum umumnya telah dipersiapkan 

untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas 

kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan 

siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 

33. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah 

terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan 
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kesanggupan dari pengcmbang untuk menyediakan dan 

menyernhl<an prasarana, sarana dan utilitas kepada 

Pemerintah Kola. 

34. Beriln Acaru Scrah Terima Fisik adulah serah terima 

seluruh atau sebagiun Prasurana, Saranu dan Utilitas 

umum berupa tanah dan/ atau barlgUnan da lam bentuk 

aset dan/ alau pengelolaan dan/ alau tanggung jawab 

dari Pengembang kepada Pemerintah Kota. 

35. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada 

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat 

bangunan gedung sesuai dengan standar teknis 

bangunan gedung. 

36. Kas Daerah adalah rekening tempat penyirnpanan uang 

daerah yang ditetapkan oleh Walikota, untuk rnenarnpung 

seluruh penerirnaan daerah dan digunakan untuk 

mernbayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

37. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 

hukurn. 

38. Badan Hukurn adalah Badan Hukurn yang didirikan oleh 

warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

39. Nilai Jual Objek Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak Kata 

Praburnulih. 

Pasal 2 

(1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum; 

b. keterbukaan; 

o. keberlanjutan; dan 

d. kemanfaatan. 

(2} Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan berdasarkan asas: 
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a. keterbukaan; 

b. akuntabili tas ; 

c. kepastian hukum; 

d . keberpihakan; dun 

e. keberlanjuta tl. 

(3) Pei'1gelolaan Prnsarnna, Sarana , dan Utili tas Umum 

Perumahan berdas1uka11 asas : 

a . kepastian hukum; 

b. kesejahteraan ; 

c. keterbukaan; 

d. efisiensi; 

e. ef ektivitas; dan 

f. akuntabilitas. 

Pasal 3 

Pengaturan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 

bertujuan: 

a . jaminan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum Perumahan yang diserahterimakan sesuai dengan 

Rencana Tapak (site plan) yang disahkan pada tahap 

penyediaan; 

b. kepastian dalam penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum Perumahan menjadi aset Pemerintah Kota; 

dan 

c. jaminan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang 

berdampak pada peningka tan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal4 

Ruang lingkup pengatu ran penyediaan Prasarana, Sarnna, 

dan Utilitas Umum Perumahan meliputi: 

a. perumahan Tldak Bersusun; 

b. Rusun; 

c. kawasan Perdagangan dan J asa; 
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d. kawasan Industri dan Pergudangan; dan 

e. kawasan Perumahan Mixed Use. 

BAB II 

WEWENANG 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Kota berwenang mengatur Perencanaan, 

Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. 

(2) Kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), berdasarkan pada: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata 

Ruang dan Peraturan Zonasi; 

b. asas penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum Perumahan; dan 

c. Rencana Tapak (site plan) yang telah disahkan. 

Pasal 6 

(1) Kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: 

a. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum Perumahan; 

b. menggunakan dan/ atau memanfaatkan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; 

c. mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum Perumahan menjadi barang milik 

daerah; dan 

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah ini dan keberadaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, 

(2) Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum Perumahan sebagaimana dimaks\.1d pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Walikota. 

(3) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan 
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wewenangnya kepada PD sesua i dengan tugas, pakak dan 

fungsinya. 

BAB lII 

PENYEDIAAN PR.ASAR.ANA, SAR.ANA DAN UTILITAS UMUM 
PERU MAHAN 

Bagian Kesatu 

Proporsi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 

Disediakan 

Pasal 7 

(1) Pengembangan kawasan Perumahan atau Perumahan 

pada Kawasan Mixed Use yang dilengkapi Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum wajib dilakukan oleh 

pengembang berbadan hukum. 

(2) Pengembangan Perumahan pada luas lahan sampai 

dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), dapat 

dilakukan aleh Pengembang persearangan dengan 

ketentuan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) 

yang disahkan menurut ketentuan yang diatur dalam 

Rencana Detail Tata Ruang Kata. 

(3) Pengembangan Perumahan pada luas lahan 5.000 m2 

(lima ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 

(sepuluh ribu meter persegi), wajib menyediakan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan proparsi 

sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) yang disahkan 

menurut ketentuan yang diatur dalam Rencana Detail 

Tata Ruang Kata. 

(4) Pengembangan Kawasan Perumahan atau Perumahan 

pada Kawasan Mixed Use pada lahan dengan luas lebih 

dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), wajib 

menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

dengan proparsi sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) 

yang disahkan menurut ketentuan yang diatur dalam 

Rencana Detail Ta.ta Ruang Kota paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen). 
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(5) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang disediakan 

pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib 

diserahka n kepada Pemerinta h I<ota. 

(6) Proporsi Prasarana, Sa rana , clan Utilita s Umum 

sebagaimana dimaksud pada aya t (2), ayat (3), cl an ayat 

(4) dihitung dari hasil pengukuran la hnn, ya ng clilakukan 

oleh pengembang dengan disaksikan oleh Perangka t 

Daerah yang membidangi penataan ruang sebelum 

Rencana Tapak (site plan) disahkan. 

Bagian Kedua 

Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 

Pasal 8 

(1) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang wajib 

disediakan oleh Pengembang perseorangan yaitu jaringan 

jalan, drainase, dan penerangan jalan. 

(2) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 

pada Kawasan Perumahan atau Kawasan Mixed Use pada 

lahan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) sampai dengan 

10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi : 

a. Prasarana, sebagai berikut: 

1.jaringan jalan; 

2. Septic tank; 

3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) ; 

4.jaringan Brandgang; dan 

5. tempat sampah Perumahan. 

b. Sarana, berupa Sarana taman ruang terbuka hijau. 

c. Utilitas Umum, sebagai berikut: 

1. jaringan air bersih; 

2 . jaringan listrik; dan 

3. Sarana penerangan jalan umum. 

(3) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 

pada Kawasan Perumahan atau Kawasan Mixed Use pada 

lahan dengan luas lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu 
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meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(4) meliputi : 

a. Prasaruna, sebagai berikut: 

1.jaringan jalan; 

b. 

c. 

2.jaringan saluran pembuangan air limbah; 

3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); 

4.jaringan Brandgang; clan 

5. tempat penampungan sampah sementara dan 

tempat pengelolaan sampah. 

Sarana, sebagai berikut: 

1. pertamanan dan ruang terbuka hijau; 

2. pemakaman; 

3. pemiagaan/ perbelanjaan; 

4. kesehatan; 

5. peribadatan; 

6. pendidikan; 

7. pelayanan umum dan pemerintahan; 

8. rekreasi dan olahraga; dan 

9. parkir. 

Utilitas Umum, sebagai berikut: 

1. jaringan air bersih; 

2. jaringan listrik; 

3. sarana penerangan jalan umum; 

4. jaringan transportasi (terminal, halte, dan shuttle 

bus); dan 

5. Sarana pemadam kebakaran. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan 

sanksi administratif. 

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berupa: 

a, peringatan tertulis; 

b. denda administratif; 

c. pengumuman di media massa; 

d. penghentian kegiatan sementara;dan/ atau 

e. pencabutan izin. 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), diatur dalam Peraturan Walikata. 

Pasal9 

(1) Penyediaan sarana pemakaman untuk perumahan tidak 

bersusun pada Kawasan Perumahan atau Kawasan Mixed 

Use, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 

2% (dua persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan 

keseluruhan pada lakasi yang ditentukan aleh 

Pemerintah Kata yang peruntukannya sesuai dengan 

Rencana Detail Tata Ruang Kata. 

(2) Penyediaan sarana pemakaman untuk Rusun pada 

Kawasan Perumahan atau Kawasan Mixed Use, dilakukan 

dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) 

dari luas bangunan Rusun pada lakasi yang ditentukan 

aleh Pemerintah Kota yang peruntukannya sesuai dengan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota. 

(3) Lahan pemakaman sebesar 2% (dua persen) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian 

dari proporsi luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum yang harus disediakan Pengembang. 

(4) Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan lahan 

pemakaman, dapat diganti dengan menyerahkan 

kampensasi berupa uang kepada Pemerintah Kata senilai 

2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual 

Objek Pajak tanah di lakasi pengembangan Perumahan, 

yang akan digunakan un tuk pengadaan lahan 

pemakaman milik Pemerintah Kata. 

(5) Kampensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) merupakan penerimaan daerah dan harus disetar 

kepada Rekening Kas Umum Daerah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran 

kampensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikata. 
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(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagajmana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapatdikenakan 

sanksi administratif. 

(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda administt'atif; 

c. pengumuman di media massa; 

d. penghentian kegiatan sementara;dan/ atau 

e. pencabutan izin. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8), diatur dalam Peraturan Walikota. 

Bagian Ketiga 

Proporsi dan Jellis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
Kawasan Perdagangan dan Jasa 

Pasal 10 

(1) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa atau 

Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam Kawasan Mixed 

Use hanya dapat dilakukan oleh Pengembang berbadan 

hukum. 

(2) Setiap Pengembang dalam melaksanakan pembangunan 

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum dengan proporsi sesuai dengan Rencanan 

Tapak (site plan) yang disahkan menurut ketentuan yang 

diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota. 

(3) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Prasarana: 

1. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok 

ataujalan di dalam tapak Kawasan; 

2. jaringan pembuangan air limbah; 

3. instalasi pengolahan air limbah; 

4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); 

5. jaringan Brandgang; 
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6. tempat penampungan sampah scmcntara dan 

tcmpal pengelolunn sumpah; clan 

7. Kolrtm r•lcnsi/ cmbting-ctnbung. 

b. "'arm1a: 

1. pcribudalun; 

2. pertamanun don ruung lcrbuka hijaUj 

3. parkir; 

4. kantin;dan 

5. tempat/ruang untuk pengusaha informal/ 

pedagang kaki lima dan/ atau Usaha Mikro. 

c. Utilitas Umum: 

1. jaringan air bersih; 

2. jaringan listrik; 

3. jaringan telepon; 

4. jaringan gas; 

5. Sarana penerangan jalan umum; 

6. jaringan transportasi (termasuk halte dan/ atau 

sub terminal, dan/ atau shuttle bus); dan 

7. Sarana pemadam kebakaran 

(4) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan luasan 

lahan yang dialokasikan untuk penyediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dituangkan pada Rencana Tapak (site plan) dan 

dilegalisasi oleh PD yang membidangi penataan ruang. 

(5) Penyediaan tempat untuk pengusaha informal/ pedagang 

kaki lima dan/ atau Usaha Milera sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b angka 5, paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari luas total bangunan yang tidak 

termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. 

,(6) Tempat untuk pengusaha informal/pedagang kaki lima 

dan/ at.au Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat 

untuk pengusaha informal/ pedagang kaki Hrna dan/ 

atau Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

diatur dalam Peraturan Walikota. 
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(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan aya t (6) dapat dikenakan 

sanksi administratif. 

(9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

berupa: 

a . peringatan tertulis; 

b. denda administratif; 

c. pengumuman di media massa; 

d . penghentian kegiatan sementara;dan/ atau 

e. pencabutan izin. 

(lO)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(9), diatur dalam Peraturan Walikota. 

Bagian Keempat 

Proporsi dan Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Kawasan Industri dan Kawasan Pergudangan. 

Pasal 11 

(1) Pengembangan Kawasan Industri dan/atau Kawasan 

Pergudangan atau Kawasan Industri dan/ atau 

Pergudangan dalam Kawasan Mixed Use hanya dapat 

dilakukan oleh Pengembang berbadan hukum. 

(2) Setiap Pengembang berbadan hukum dalam 

melakukan pembangunan Kawasan Industri dan/ atau 

Kawasan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum dengan proporsi sesuai dengan 

Rencana Tapak (site plan) yang disahkan menurut 

ketentuan yang diatur dalam Rencana Detail Tata 

Ruang Kota. 

(3) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada 

Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Pergudangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

meliputi: 

a. Prasarana: 

1. jaringan jalan; 
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2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 

3. instalasi pengolahan air limbah; 

4. jaringan saluran pembuangan air (drainase); 

5. jaringan brandgang; 

6. tempat penampungan sampah sementara dan 

tempat pengelolaan sampah; dan 

7. kolam retensi/ embung-embung. 

b. Sarana: 

1. peribadatan; 

2. pertamanan dan ruang terbuka hijau; 

3. parkir; 

4. kantin; dan 

5. lahan untuk usaha pengusaha informal/ 

pedagang kaki lima. 

c. Utilitas Umum: 

1. jaringan air bersih; 

2. jaringan listrik; 

3. jaringan telepon; 

4. jaringan gas; 

5. sarana penerangan jalan umum; 

6. jaringan transportasi (termasuk halte dan/ atau 

sub terminal, dan/ atau shuttle bus); dan 

7. Sarana pemadam kebakaran. 

(4) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan luasan 

lahan yang dialokasikan untuk penyediaan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) harus dituangkan pada Rencana Tapak (site plan) 

dan dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

penataan ruang. 

(5) Penyediaan tempat untuk pengusaha informal/ pedagang 

kaki lima dan/atau Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b angka 5, paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari luas total bangunan yang tidak 

termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. 

(6_) Tempat untuk pedagang informal/ pedagang kaki lima 

dan/ atau Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(5), tidak diserahkan, namun pengelolaannya dilakukan 

Pemerintah Kota. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pengelolaan tempat 

untuk pedagang informal/pcdagang kaki Hrna dan/atau 

Usaha Mikro sebagaimana dlmaksud pada ayat (6), diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapatdikenakan 

sanksi administratif. 

(9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda administratif; 

c. pengumuman di media massa; 

d. penghentian kegiatan sementara;dan/ atau 

e. pencabutan izin. 

(lO)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(9), diatur dalam Peraturan Walikota. 

BAB IV 

TATA CARA PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN 

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS 

UMUM 

Bagian Kesatu 

Penyediaan 

Pasal 12 

(1) Pengembang Kawasan Perurrtahan, Kawasan Perdagangan 

dan Jasa, Kawasan Industri dan Pergudangan, serta 

Kawasan Mixed Use mengajukan permohonan Rencana 

Tapak (site plan) kepada Perangkat Daerah yang 

membidangi penataan ruang. 

(2) Permohonan Rencana Tapak (site plan) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan lokasi 

dan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 

wajib disediakan. 
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(3) Pengernbang Perurnahan sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 7 ayat (4) wajib rnengadakan lahan pernakarnan. 

(4) PD yang membidangi penataan ruang, melakukan survey 

dan verifikasi terhadap lahan pemakaman yang 

disediakan pengembang, 

(5)Apabila lahan pemakarna.n memenuhi syarat adrninistrasi 

dan lokasinya sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, Perangkat 

Daerah yang rnembidangi penataan ruang menerbitkan 

rencana tapak (site plan). 

(6) Segala biaya proses penyediaan Prasarana, Sarana, clan 

Utilitas Umum sampai dengan pelepasan hak atas tanah 

karena penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum, merupakan tanggung jawab pengernbang. 

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi 

adrninistratif. 

(8) Sanksi adrninistratif sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(7) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda adrninistratif; 

c. pengurnurnan di media rnassa; 

d. penghentian kegiatan sernentara;dan/ atau 

e. pencabutan izin. 

(9) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pengenaan 

sanksi adrninistratif sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(8), diatur dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 13 

(1) Rencana Tapak (site plan) perurnahan dalarn Kawasan 

Mixed Use dan penyerahan sertifikat lahan pemakaman 

atau Berita Acara Pernberian Kompensasi dan Bukti Setor 

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat 

(5), rnenjadi dasar diterbitkannya PBG. 

(2) Salinan PBG diserahkan kepada PD yang 

menyelenggarakan urusan penataan ruang. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dia tur da]am 

Peraturan Walikota. 

Baglan Kcdua 

Penyerahan 

Paragraf 1 

Objek clan Kriteria 

Pasal 14 

(1) Jenis objek Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan Tidak Bersusun dalam Kawasan Perumahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang wajib 

diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota 

meliputi: 

a. jaringan jalan; 

b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); 

c. ruang terbuka hijau; 

d. tempat penampungan sampah sementara dan tempat 

pengelolaan sampah; 

e. Rumah ibadah; 

f. instalasi pengelolahan air limbah domestik; 

g. pemakaman; dan 

h. Sarana penerangan jalan umum. 

(2) Jenis objek Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah 

susun dalam Kawasan Perumahan atau Kawasan Mixed 

Use yang diserahkan kepada Pemerintah Kota yaitu lahan 

dan/ atau bangunan tempat pemakaman. 

(3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan 

diserahkan kepada Pemerintah Kota harus memenuhi 

kriteria: 

a. untuk Prasarana tanah dan bangunan telah selesai 

dibangun dan / a tau dipelihara; 

b. untuk Sarana, tanah siap bangun atau tanah dan 

bangunan telah selesai dibangun dan/ a tau 

dipelihara; dan 

c. untuk Utilitas Umum, tanah dan bangunan telah 

selesai dibangun dan / a tau dipelihara. 
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(4) Prasarana, Sarana, clan Utilitas Umum yang akan 

cliserahkan hants memenuhi syarat: 

a. harus sesuai clengan stanclar, persyaratan 

aclministrasi clan teknis yang clitentukan oleh 

Pemerintan Kota; 

b. harus sesuai clengan rencana tapak yang telah 

disahkan oleh Pemerintah Kota; dan 

c. harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun 

terhitung setelah masa pemeliharaan selesai. 

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenakan 

sanksi administratif. 

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda administratif; 

c. pengumuman di media massa; 

d. penghentian kegiatan sementara;dan/ atau 

e. pencabutan izin. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6), diatur dalam Peraturan Walikota. 

Paragraf 2 

Tata Cara Penyerahan 

Pasal 15 

(1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat 

dilakukan secara bertahap. 

(2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 

dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah 

Terima, yang meliputi: 

a. Serita Acara Serah Terima Administrasi; dan 

b. Berita Acara Serah Terima Fisik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam 

Peraturan Walikota. 
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(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan aya t (3) dapat dikenakan sanksi 

administratif. 

(5) Sanksi administra tif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat berupa : 

a. peringa tan tertulis; 

b. denda administratif; 

c. pengumuman di media massa; 

d. penghentian kegiatan sementara;dan/atau 

e. pencabutan izin. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), diatur dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 16 

(1) Pengembang wajib membuat surat pernyataaan bersedia 

menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum 

berupa jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air 

hujan, ruang terbuka hijau, pemakaman, sarana 

penerangan umum, tempat ibadah kepada Pemerintah 

Kota. 

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dengan bermaterai cukup yang merupakan 

kelengkapan persyaratan pengurusan PBG. 

(3) PBG menjadi dasar dimulainya pelaksanaan 

pembangunan Perumahan dan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum. 

(4) Berita A.cara Serah Terima Fisik dibuat dengan ketentuan: 

a. telah selesai dibangun dan dalam keadaan baik; 

b. sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan 

administrasi yang telah ditentukan; 

c. sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) yang telah 

disahkan; dan 

d. melampirkan perjanjian antara pengembang dengan 

Pemerintah Kota ten tang penyelesaian penyediaan dan 

penyerahan Prasarana1 Sarana, dan Utilitas Umum 
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secara penuh, sesuai dengan Rencana Tapak (site 

plan) yang telah disahkan. 

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 

terdiri atas : 

a. persyaratan umum: 

1. lokasi Prasarana, Sarana, clan Utilitas Urnurn 

sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) yang telah 

disahkan; dan 

2. sesuai dengan dokurnen perizinan dan spesifikasi 

teknis bangunan. 

b. persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan 

pernbangunan Kawasan. 

c. persyaratan adrninistrasi: 

1. dokumen Rencana Tapak (site plan) yang telah 

disahkan; 

2. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan; 

3. izin penggunaan bangunan bagi bangunan yang 

dipersyaratkan; 

4. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang 

yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan 

5. surat kuasa pelepasan hak atas tanah dari 

Pengembang yang dibuat di hadapan Notaris. 

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenakan 

sanksi administratif. 

(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda adrninistratif; 

c. pengurnuman di media massa; 

d. penghentian kegiatan sementara;dan/atau 

e. pencabutan izin. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7), diatur dalam Peraturan Walikota. 
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Pasa l 17 

(l) Bedta J\curn Serah 1crimo FiRik scbagnimana dimaksud 

dafan1 Pasal l 6 ny11l (4) palit1g secJiklt memuat: 

a . identi tas pura pihak yung melakukan serah tc rirna; 

dan 

b. jenis, jumloh, lokasi1 ukurun dan nllai objek ri ncian 

yang diserahkan . 

(2) Berita Acara Serah Terima Fisik harus <lilampiri : 

a . dafta.r dan gambar rencana tapak (site plan, zoning, 

dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis, ukuran 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 

diserahkan; 

b. berita acara hasil pemeriksaan/ verifikasi kelayakan 

terhadap standar dan persyaratan teknis Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan; 

c. akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah 

dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum oleh pengembang kepada Pemerintah Kota; 

dan 

d. sertifikat asli hak atas tanah nama pengembang yang 

diperuntukan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah 

Kota. 

(3) jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai objek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi barang milik 

daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyerahan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi 

administratif. 

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda administratif; 
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c. pengumuman di media massa; 

d , penghentian kegiatan sementara;dan/ a tau 

e. pencabutan izin. 

(7) l{etentuan lebih lanjut mcngcnal tata earn pengenaan 

sanksi adminislratif scbagalmana dimaksu<l pada ayat 

(6), diatur daJam Peraluran Walikota. 

Pasal 18 

(1) Walikata menetapkan status penggunaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum paling lambat 3 (tiga) bulan 

sejak ditandatanganinya berita acara serah terima fisik. 

(2) Penetapan status penggunaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum ditetapkan dengan Keputusan Walikata. 

(3) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 

akan diserahkan kepada Pemerintah Kata berada dalam 

kandisi yang tidak baik, Pengembang wajib memperbaiki 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. 

(4) Dalam hal pengembang tidak melakukan perbaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengembang 

hams membuat surat pemyataan pailit dan/ atau digugat 

untuk dinyatakan pailit aleh Pemerintah Kata dan 

diminta menyelesaikan kewajibannya dengan 

menggunakan harta perusahaan. 

(5) Berdasarkan pemyataan atau putusan pengadilan 

tentang pailitnya Pengembang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Pemerintah Kota meminta lembaga 

peradilan untuk melakukan eksekusi paksa. 

(6) Pemerintah Kota memperbaiki Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum kemudian membuat Berita Acara Serah 

Terima yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola 

barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke 

dalam daftar barang milik daerah. 

(7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota dalam 

mengajukan permohonan pendaftaran balik nama atas 
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Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Kantor 

Pertanahun . 

Pasul 19 

(1) balam hal luh a11 Prasarana, Saranu, clan Utlli tas Umum 

Perumahan yang harus diserahkan kepada Pemerintah 

Kota telah dialih fungsikan oleh penghuni Perumahan 

dan telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah dari 

Kantor Pertanahan, maka Pemerintah Kola dapat 

mengajukan gugatan pembataJan putusan pemberian 

sertifikat hak atas tanah kc Pengadilan Tata Usaha 

Negara dengan berdasarkan kepada Rencana Tapak (site 

plan). 

(2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Pemerintah 

Kota untuk membuat Berita Acara pengambilalihan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 

menjadi aset daerah, dan pendaftaran hak atas tanah di 

Kantor Pertanahan Kata Prabumulih. 

(3) Dalam hal Pemerintah Kata tidak mengajukan gugatan 

pembatalan sertifikat hak atas tanah kepada Pengadilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tidak menghapus kewajiban pengembang untuk 

melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum kepada Pemerintah Kata sesuai kondisi eksisting. 

(4) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam 

kandisi tidak baik dan belum diserahkan kepada 

Pemerintah Kata, dimana Pengembang tidak diketahui 

kedudukan dan/ atau keberadaannya, maka Pemerintah 

Kota dapat memohan kepada Pengadilan untuk 

menyatakan Pengembang tidak dapat diketahui 

kedudukannya. 

(5) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/ atau 

bangunan pada Rencana Tapak (site plan)dijadikan dasar 

oleh Pemerintah Kota dalam pembuatan Akta Pejabat 
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Pembuat Akla Tanah pernyalaan pelepasan hak atas 

tanah dan/ atau bangunah. 

(6) Putusan Pcngadilan, Surat Kuasa , clan Akta Nota ris 

sebagaimanu dimaksud pa<la oyut (5) dijacllkan dasar bagi 

Pemerintah Kola untuk. mcngajukan permohonan 

pendaflaran hak alas tanah kepada Kantor Pertanahan . 

(7) Setelah sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana cl an 

Utilitas Umum diterbitkan oleh Kahtor Pertanahan, 

pengelola barang milik daerah wajib melakukan 

pencatatan aset lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum ke dalam daftar barang milik daerah. 

(8) Walikota dapat menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum kepada PD yang berwenang mengelola dan 

memelihara setelah sertifikat hak atas tanah Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum diterbitkan oleh Kantor 

Pertanahan. 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Pasal 20 

(1) Pemerintah Kota mengelola Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum setelah diserahkan oleh pihak 

Pengembang sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah 

fungsi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran ke 

kas daer~h diatur dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 21 

(1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

menjadi tanggung jawab warga penghuni Perumahan 

dalam hal Perumahan dibangun dengan Perumahan 

Cluster atau pola hunian eksklusif, bekerjasama dengan 
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Pemerintah Kata, selelah Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum diserahkan da ri pengembang kepada Pemerintah 

Kata. 

(2) I<e1ja Sama Pengclolaan scbagnimana dlmaksud pada 

ayat (1), dituangkan dalam perjanjian tertulis anta ra 

warga penghuni Penimahon dengon Pemerintah Kota . 

(3) Pe1janjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 

hak dan kewajiban pengelolaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Um urn yang menjadi tanggung jawab pengembang 

atau penghuni Perumahan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

Pasal 22 

Pengelolaan tempat untuk pedagang informal/ pedagang kaki 

lima dan/ atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), dilakukan 

oleh PD yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

BABV 

TIM VERIFIKASI 

Pasal23 

(1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses 

penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas unsur: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Kantor Pertanahan; 

c. PD yang membidangi: 

1) perencanaan daerah; 

2) penataan ruang; 

3) pengelolaan aset; 

4) penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum; dan 
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5) PD atau Unit Kerja terkait sesuai dengan 

kewenangannya 

d. Camat; dan 

e. Lurah. 

(3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sckretaris Daerah clan 

dibantu oleh sekretariat Tim Verlfikasi yang beracla pacla 

Perangkat Daerah yang membiclangi Penyerahan clan 

Pengelolaan Prasarana, Sarana, clan Utilitas Umurn. 

(4) Tugas Tim Verifikasi paling sedikit adalah: 

a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, clan 

Utilitas Umurn yang dibangun oleh Pengembang 

secara berkala; 

b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum sesuai permohonan penyerahan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh 

Pengembang; 

c. menyusun jadwal kerja; 

d. melakukan verifikasi penyerahan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum; 

e. menyusun berita acara pemeriksaan; 

f. membuat dan menyampaikan berita acara serah 

terima Administrasi dan Fisik Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum; 

g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan 

pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 

dan 

h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil 

inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum secara berkala atau sewaktu-waktu 

kepada Walikota. 

(5) Tim Verifikasi mempunyai kewenangan untuk melakukan 

penilaian terhadap: 

a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; 

dan 
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b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan 

persyaratan yang ditetapkan. 

BAB VI 

PENOAWAS/\NDANPENOENDALlAN 

Pasal 24 

(1) Walikota be1wenang melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap Pengembang, masyarakat, clan 

Pemerintah Kota dalam penyediaan, penyerahan clan 

pengelalaan Prasarana, Sarana, clan Utilitas Umum 

Perumahan. 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Walikota melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap: 

a. kesesuaian penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum dengan Rencana Tapak (site plan) yang 

sudah disahkan; 

b. keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 

c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

baik oleh penghuni di lingkungan Perumahan 

maupun di luar lingkungan Perumahan; 

d. pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

oleh Pengembang; 

e. penyerahan secara administrasi dan fisik Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum dari pengembang kepada 

Pemerintah Kata; dan 

f. pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan baik yang menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Kata, pengembang, atau masyarakat. 

(3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada 

Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya. 
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Posa! 25 

(1) P nguwasan pc11yedi1:1o n, pe11yerohan, do n pengelolaan 

Pro.sarono, Saranu , dnn Utilitas Umum tcrdiri a ta s 

kcgiutan pcmnntm.lun, cvaluusi, dnn p lapornn . 

(2) Pcnrn.nt auun sebugaimano dim oksud pada ayat (1) 

merupakan kegiatan pcngurnalo n terhadEt p pcnyediaa n, 

penyerahan, dan pcngclolaan Prasa rnna, Sarana, dan 

Utilitas Umun1 secara langsung, tidak langsung, dan/ atau 

melalui laporan masyarakat. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kegiatan penilaian lerhadap tingkat pencapaian 

penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan secara terukur dan 

objektif. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi. 

(5) Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan 

secara berkala paling sedikit dilaksanakan per triwulan. 

(6) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terbukti terjadi 

pelanggaran, Pemerintah Kota dapat mengenakan sanksi 

administratif. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan 

dan pengendalian diatur dalam Peraturan Walikota. 

BAB VII 

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENYEDIMN, 

PENYERAHAN, DAN PENGELOLMN PRASARANA, SARANA, 

DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 

Pasal26 

(1) Dalam hal pengamanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum scbagai aset daerah dan memenuhi tertib 

administrasi, ctill\kukan koordinnsi penyelenggaraan 

penyediaan, penycrahan dan pengelolann Prasarana, 

Sarana, dan UUlltas Umum antar Perangkat Daerah yang 
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bcrkaitan dengan pengclolaan dan pcnyelenggaraan 

Prnsarana, Sarana, da11 Utilitas Umum. 

(2) Kctcntutm lebih lanjut merlgctlai pelaksanaan koordinasi 

sebugaimunu dintaksucJ pt1cJa ayat ( 1) diatUr daJam 

Pet·aturan Wulikota . 

BAO Vllf 

PENYIDJKAN 

PasaJ 27 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Kola diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan agar keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang Prasana, Sarana, dan 

Utilitas Umum Perumahan; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang 

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 

di bidang, Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan; 

d. memerik~a buku-buku, catatan-catatan dan 

dokumen•dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Prasana, Sarana, dan Utilitas Umurn 

Perumahan; 

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen· 

dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

peloksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang Prasana, Sarana, clan Utilitas Umum 

Perurnuhan; 

g. menyuruh bcrhenti dan/atou melarang seseorang 

mcninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung clan memeriksa 

identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana di bidang Prasana, Sarana, clan Utilitas Umum 

Perumahan; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 

menurut hukum yang berlaku. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 28 

(1) Setiap pengembang perorangan dan/atau badan hukum 

yang tidak menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, 

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16 ayat (4) 

dan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling 

banyak RpS0.000,000,00 (lima puluh juta rupiah). 
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(2) Tindnk pidona scbuga imann dimaksud pada ayat (1) 

adolah lincfo k pidnno p lunggatan. 

(3) l<ctcntunn pidunu scbogoirnona climaksud pacla ayat (1) 

lidak m nghapus kcwujilmn UfllUk memcnuhi kcwaj iban 

sebagoimut1u diutur dulum Pcra tura n Duerah ini. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal29 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang te lah selesa i 

dibangun dan ada sebelum Peraturan Daerah mt 

diundangkan harus diserahkan kepada Pemerintah Kota 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

Pasal 30 

(1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang 

dan/ atau Pengembang sudah tidak diketahui 

keberadaannya, maka Pemerintah Kota mengumumkan 

dalam media massa dalam jangka waktu 14 (empat belas) 

hari. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak 

diumumkan dalam media massa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak ada Pengembang yang menyerahkan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, maka Pemerintah 

Kota membuat Serita Acara Perolehan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum sebagai dasar permohonan 

pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota 

Prabumulih. 
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0 /\ll XI 

I E1ENTUAN l'ENUTUP 

Pn al 3 1 

P rotumn Da •rnh ini mulat l, rlaku pada tanggal dlun cl angkan. 

Agar s tio p orang mcngeta h LI lnya, m mer I ntah kan 

pengundangan Peratu ran Dacra h ini dcngan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kola Pra bumul lh . 

Diteta pkan di Prabumuli h 
pada tanggal ~ .)L1 I 2024 

PRABUMULIH, 

H. E MAN 

Diundangkan di Prabumulih 
pada tanggal /4 :JI..HJI 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PRABUMULIH, 

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024 NOMOR j 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH 
PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 3 - l Z. /2024) 
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